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ABSTRACT

This study examines PT Pertamina (Persero)’s alleged monopolistic practice of selling avtur in Indonesia in
violation of Law Number 5 of 1999 (Business Competition Law). Pertamina is viewed negatively by society as
the dominant business player that dominates the market share of avtur sales in Indonesia and sells avtur at
excessive prices. This study is a juridical-normative study. The findings revealed that the structure of the avtur
sales market in Indonesia is monopolistic, but it does not violate the Business Competition Law because there
are no monopolistic or unfair business competition practices by Pertamina, but rather because of the avtur
governance arrangements by BPH Migas, which appear to give Pertamina advantages over others. Furthermore,
the selling price of Avtur is established by the Ministry of Energy and Mineral Resources rather than Pertamina.
To protect airlines as end-users and airplane passengers, the government, through the Ministry of SOEs as
Pertamina’s shareholder, must continue to maintain and supervise the implementation of good corporate
governance, such as by striving for Pertamina’s operational efficiency. The author hopes that Pertamina’s avtur
business can continue to deliver the best possible prosperity and welfare for the Indonesian people, as Article 33
of the 1945 Constitution requires.

Keywords: Avtur, Competition, Monopoly, Pertamina.

ABSTRAK

Tulisan ini membahas mengenai hasil penelitian terkait dugaan praktik monopoli penjualan avtur di
Indonesiayang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) (PT Pertamina) ditinjau dari Undang-undang Nomor
5 Tahun 1999 (Undang-undang Persaingan Usaha; UUPU). Pertamina sebagai pelaku usaha utama yang
mendominasi market share penjualan avtur di Indonesia dianggap telah menjual harga avtur dengan harga
tinggi sehingga berdampak pada tingginya harga tiket pesawat, dan pada akhirnya dianggap merugikan
masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
struktur pasar penjualan avtur di Indonesia memang bersifat monopolistik, namun tidak bertentangan
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dengan UUPU karena Pertamina tidak melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,
melainkan disebabkan karena pengaturan tata kelola avtur oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
Bumi (BPH Migas) yang seolah memberikan keistimewaan kepada Pertamina. Selain itu, harga jual avtur
juga tidak ditentukan sendiri oleh Pertamina, melainkan oleh Kementerian ESDM. Guna memberikan
perlindungan kepada maskapai sebagai end-user avtur, maupun penumpang pesawat terbang yang turut
terdampak, Pemerintah melalui Kementerian BUMN selaku pemegang saham PT Pertamina perlu tetap
menjaga dan mengawasi pelaksanaann tata kelola perusahaan yang baik pada PT Pertamina, misalnya

dengan terus mengupayakan efisiensi operasional.

Kata Kunci: Avtur, Persaingan, Monopoli, Pertamina.

PENDAHULUAN

Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000
pulau memerlukan konektivitas transportasi yang
baik,[1] sehingga penerbangan sebagai sarana
perhubungan udara memegang peran strategis
dan memiliki dampak luas kepada masyarakat
untuk transportasi mobilitas orang dan barang
baik dalam negeri, maupun dari luar negeri, serta
berperan sebagai penggerak pertumbuhan dan
pembangunan daerah.[2]

Salah satu permasalahan klasik yang terus
dihadapi industri penerbangan di Indonesia
adalah mengenai tingginya harga tiket pesawat
rute domestik. Komisi Pengawas Persaingan
Usaha sebagai otoritas di bidang pengawasan
usaha di Indonesia, pernah mengeluarkan
putusan Nomor 15/KPPU-1/2019 tentang dugaan
pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat (Undang-undang Persaingan Usaha; UUPU)
terkait jasa angkutan udara niaga berjadwal
penumpang kelas ekonomi dalam negeri. Putusan
ini telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana
putusan Mahkamah Agung Nomor 1811 K/Pdt.
Sus-KPPU/2022 tanggal 13 Desember 2022, bahwa
tujuh maskapai penerbangan nasional, yaitu:
Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, NAM Air,
Batik Air, Lion Air, dan Wings Air terbukti melanggar
Pasal 5 UUPU, yaitu melakukan kartel harga (price
fixing) tiket pesawat domestik.

Praktik price fixing tiket pesawat domestik
ini sangat dimungkinkan terjadi sebagai akibat
dari terjadinya penguasaan pasar dalam industri
maskapai hanya oleh dua group besar, yakni
Garuda Group dan Lion Group. Garuda Group
terdiri dari Garuda Indonesia Airlines dan anak

perusahaannya Citilink, yang juga melakukan
pengelolaan operasional Sriwijaya Air dan NAM
Air. Sedangkan Lion Group mengelola Batik
Air, Lion Air, dan Wings Air. Garuda Group dan
Lion Group sebenarnya memiliki kedudukan
yang nyaris seimbang dalam penguasaan pasar
maskapai domestik di Indonesia. Seyogianya
masing-masing group perusahaan dapat secara
mandiri melakukan penetapan harga jual tiket,
tanpa perlu terpengaruh aksi kompetitor yang
menaikkan harga. Pada kenyataannya, kedua
group perusahaan terindikasi menaikkan harga
jual tiket pesawat di periode waktu yang nyaris
bersamaan.[3]

Selain karena terjadinya praktik Kkartel
sebagaimana tersebut di atas, tingginya harga
jual tiket pesawat domestik ini diakibatkan
oleh berbagai aspek operasional, antara lain
faktor nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika
Serikat, dan juga faktor tingginya harga bahan
bakar pesawat. Jenis bahan bakar pesawat yang
umumnya digunakan oleh pesawat komersial
adalah avtur. Pada Februari 2019, Presiden
Joko Widodo pernah memberikan pernyataan
bahwa PT Pertamina (Persero) melakukan
monopoli  penjualan avtur di Indonesia,
sehingga harga avtur di Indonesia menjadi tidak
kompetitif.[4, p. 68]"genre”:"Undergraduate
Thesis”,"language”:"id"”,”number-of-pages”:"53","p

mon mon mon

ublisher”:”Universitasjember”,”publisher-place”:”]
ember”,”source”:"Zotero","title”:”"PraktikMonopoli
Dalam Penjualan Bahan Bakar Avtur Pesawat
Terbang Yang Dilakukan Oleh PT Pertamina
(Persero)

Dugaan praktik monopoli penjualan avtur
oleh PT Pertamina ini adalah permasalahan yang

menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan harga
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avtur, termasuk kenaikan harga avtur, merupakan
komponen yang mempengaruhi harga tiket
pesawat, sebagaimana pengaturan dalam
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20
Tahun 2019. Biaya avtur mendominasi sekitar 40
persen dari struktur biaya operasional maskapai.
[5, p. 66]

Apabila memang benar terjadi monopoli
dalam penjualan avtur di Indonesia oleh PT
Pertamina, maka perlu dianalisis lebih lanjut
apakah monopoli tersebut merupakan sesuatu
yang melanggar UUPU. Sehingga, penulis merasa
perlu melakukan penelitian lebih mendalam
mengenai  permasalahan  dugaan  praktik
monopoli dalam penjualan avtur di Indonesia oleh
PT Pertamina.

Merujuk pada penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Enjum Jumhana dan Achmad
Nashrudin  Priatna, terhadap permasalahan
dugaan praktik monopoli dalam penjualan avtur
oleh PT Pertamina, disimpulkan bahwa Pertamina
sudah melakukan penyalahgunaan kekuasaan
monopoli terhadap tingginya harga jual avtur
tersebut, sehingga secara struktur pasar telah
dinilai merugikan masyarakat dan industri
penerbangan.[6, p.396] Selainitu, dalam penelitian
Rika Selfian Berliana, disimpulkan bahwa PT
Pertamina telah melakukan penyalahgunaan
posisi dominan sebagai satu-satunya pelaku
usaha dengan menetapkan harga jual avtur yang
cukup tinggi di saat harga minyak dunia sedang
turun, dan telah memenuhi unsur-unsur pada
Pasal 17 UUPU. [4, p. 62]"genre”:"Undergraduate
Thesis”,”language”:"id"”,"number-of-pages”:"5
3","publisher”:"Universitas  Jember”,”publisher-
place”:"Jember”,”source”:"Zotero”,"title”:"Pr
aktik Monopoli Dalam Penjualan Bahan Bakar
Avtur Pesawat Terbang Yang Dilakukan Oleh PT
Pertamina (Persero

Kebaruan (novelty) pada studiini dibandingkan
dengan dua studi terdahulu dimaksud ditunjukkan
pada adanya analisis yang dilakukan penulis
mengenai kedudukan dominasi dan monopoli
oleh PT Pertamina dalam penjualan avtur di
Indonesia yang terjadi karena dikehendaki oleh
undang-undang (monopoly by law), sehingga
analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan
kesimpulan lain mengenai pelanggaran terhadap
praktik monopoli sebagaimana ketentuan Pasal 17
UUPU.

Metode yang digunakan untuk penelitian
ini adalah metode yuridis normatif. Metode
yuridis normatif dipilih karena objek penelitian
berupa norma-norma yang terkandung dalam
suatu peraturan perundang-undangan,[7]
khususnya mengenai pengelolaan industri
migas dan mengenai praktik persaingan usaha
yang sehat. Spesifikasi penelitian mencakup
pendekatan analitis dan deskriptif[8] karena
penulis menyajikan gambaran komprehensif
tentang kegiatan usaha perdagangan avtur yang
dilakukan di Indonesia, khususnya yang dilakukan
oleh PT Pertamina dengan menggunakan
kerangka UUPU untuk menganalisisnya, sehingga
mungkin akan ditemukan adanya kesenjangan
(gap). Metode pengumpulan data adalah studi
kepustakaan (library research) dan penelusuran
dokumen. Data primer penulis akan melihat
dan mencermati berbagai realita terkait praktik
privatisasi perusahaan negara.

Penulis akan menggunakan data sekunder
berupa bahan hukum dan bahan non hukum.
Bahan hukum primer yang digunakan dalam
penelitian ini adalah peraturan perundang-
undangan (hukum positif), antara lain UUPU, UU
Migas serta putusan pengadilan.

Bahan hukum sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini antara lain buku, jurnal dan
hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan
masalah yang sedang diteliti. Sedangkan bahan
hukum tersier antara lain kamus hukum dan artikel
media massa elektronik dan sumber bacaan lain
yang dibutuhkan. Data yang diperoleh kemudian
dilakukan analisis secara yuridis kualitatif, yang
kemudian disajikan secara naratif.[9]

PEMBAHASAN
Monopoli dan Praktik Monopoli di Indonesia
Monopoli merupakan topik yang
mendominasi setiap pembahasan mengenai
pembentukan undang-undang persaingan usaha.
Monopoli sendiri bukanlah suatu kejahatan atau
pelanggaran hukum jika diperoleh berdasarkan
hukum. Oleh karena itu, monopoli tidak selalu
dilarang oleh regulasi, sebaliknya, yang dilarang
adalah praktik monopoli, yaitu menggunakan
kekuasaan monopolinya di pasar bersangkutan.
[10] Suatu perusahaan dianggap melanggar
praktikmonopoliapabiladapat mengeluarkanatau
mematikan pelaku usaha lain atau mempunyai
maksud melakukan hal tersebut.[11]
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Secara gramatikal, istilah monopoli atau
monopoly merupakan adaptasi dari bahasa Yunani
yaitu “monos” yang berarti penjual, dan “polein”
yang berarti tunggal.[12] Definisi lain monopoli
menurut kamus hukum adalah suatu kondisi
pasar yang hanya ada satu entitas ekonomi yang
menyediakan produk atau jasa tertentu.[13, p.
248]

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPU, pengertian
monopoli adalah “penguasaan atas produksi
dan/atau pemasaran barang dan/atau atas
penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha
atau satu kelompok pelaku usaha.”[14] Secara
teoritis, mengacu pada Peraturan KPPU Nomor 11
Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17, jika ada
satu perusahaan yang berperilaku memonopoli,
maka dapat disimpulkan pelaku usaha dimaksud
memiliki posisi monopoli, sekalipun perusahaan
dimaksud memiliki kompetitor pada suatu pasar
atau industri.

Dalam konteks yuridis, UUPU sebagai rujukan
hukum persaingan usaha di Indonesia, tidak
melarang semua bentuk kegiatan monopoli.
Larangan praktik monopoli sebagai sebuah
kegiatan yang dilarang diatur dalam Pasal 17
UUPU, sebagai berikut:

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan
atas produksi dan/atau pemasaran barang
dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan

terjadinya  praktik  monopoli  dan/atau
persaingan usaha tidak sehat.
(2) Pelaku  usaha diduga atau dianggap

melakukan penguasaan atas produksi dan/

atau pemasaran barang dan/atau  jasa

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

apabila:

a. Barang dan/atau jasa yang bersangkutan
belum ada substitusinya; atau

b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak
dapat masuk ke dalam persaingan usaha
barang dan/atau jasa yang sama; atau

¢. Satu pelaku usaha atau satu kelompok
pelaku usaha menguasai lebih dari 50%
(lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis
barang atau jasa tertentu.

Pasal 17 ayat (1) UUPU diatas mengindikasikan
bahwa yang dilarang adalah praktik monopoli.
Adapun, Pasal 1 angka 2 UUPU mendefinisikan
Praktik Monopoli adalah “pemusatan kekuatan
ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang
mengakibatkan dikuasainya produk dan/atau
pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu.”

Pasal 17 ayat (2) huruf ¢ UUPU di atas juga
mengindikasikan bahwa aspek penguasaan pasar
lebih dari lima puluh persen yang mendudukkan
satu pelaku usaha dalam posisi dominan juga
merupakan kriteria lain dari pengertian posisi
monopoli. Pasar yang monopolistik dapat
memusatkan kekuatan ekonomi pada satu
perusahaan atau kelompok perusahaan yang
berdampak pada ketiadaan kompetisi bisnis
yang sehat, sehingga pada akhirnya akan
mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sebagai
konsumen. Pemusatan kegiatan ekonomi
berdampak pada kemampuan pelaku usaha
untuk menentukan harga secara sepihak[15] dan
pembatasan jumlah barang beredar.[16, p. 203]

Tinjauan Umum Penjualan Avtur di Indonesia

Bisnis bahan bakar pesawat jenis avtur pada
pasar global dilakukan oleh banyak perusahaan
migas besar, antara lain oleh ExxonMobil Corp.
dan Chevron Corp. dari Amerika Serikat, serta
Shell PLC, dan BP PLC dari Inggris. Keempatnya
menguasai lima puluh tujuh persen market share
bisnis avtur di seluruh dunia. Sedangkan PT
Pertamina baru mampu menguasai satu persen
market share global.[17] Fortune Business Insights
memproyeksikan bahwa pasar bahan bakar
penerbangan global akan tumbuh dari USD351,85
miliar (ekuivalen Rp5.384,82 triliun) pada tahun
2022 menjadi USD654,79 miliar pada tahun 2029,
dengan Compounded Annual Growth Rate (CAGR)
sebesar 9,3%.[18] Sedangkan untuk di dalam
negeri, saatini pelaku usaha penjualan avtur hanya
ada dua entitas, yaitu: PT Dirgantara Petroindo
Raya, dan PT Pertamina melalui Pertamina Aviasi.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU
Migas), Pertamina merupakan pemain tunggal
yang menguasai semua sektor usaha dalam bisnis
avtur Indonesia selama berpuluh-puluh tahun,
mulai dari sektor hulu/upstream, midstream,
hingga sektor hilir/downstream. Daerah operasi
PT Pertamina meliputi seluruh wilayah Indonesia.
Harga avtur saat itu juga ditentukan oleh PT
Pertamina. Gambaran tata kelola bisnis migas
yang meliputi upstream (produksi minyak bumi),
midstream (transportasi minyak bumi atau produk
olahan), dan downstream (pengolahan minyak
bumi, misal menjadi avtur, kerosene, BBM, aspal,
dsb), dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.
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Gambar 1. Struktur Bisnis Migas
Sumber: American Fuel & Petrochemical
Manufacturers Communications [19]

Setelah berlakunya UU Migas, tata kelola
pengusahaan avtur mengalami perubahan,
karena amanat pendirian Badan Pengatur
Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk
menggantikan peran Pertamina sebagai otoritas
dalam pengawasan, yang juga bertindak sebagai
regulator dalam sektor downstream bisnis avtur.
Selain itu, harga jual avtur saat ini juga diatur oleh
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),
sebagaimana Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 17/K/10/MEM/2019
tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan
Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak
Umum Jenis Avtur Yang Disalurkan Melalui Depot
Pengisian Pesawat Udara (Kepmen 17/2019).
Harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran
avtur yang disalurkan melalui Depot Pengisian
Pesawat Udara (DPPU) ditetapkan berdasarkan
biaya perolehan, biaya penyimpanan, dan biaya
distribusi, serta margin keuntungan. Secara rinci
Kepmen 17/2019 telah memberikan pembatasan
terhadap besaran masing-masing komponen
biaya dan margin, yaitu:

1. Mean of Platts Singapore (MOPS), vyaitu
biaya pengadaan avtur; juga turut
memperhitungkan nilai tukar rupiah terhadap
dolar Amerika Serikat;

2. Biaya penyimpanan dan biaya distribusi
ditetapkan secara tetap sebesar Rp3.581/liter;

3. Margin keuntungan juga telah diberikan
pembatasan oleh Kementerian ESDM, yaitu
sebesar sepuluh persen dari harga dasar.

Dengan berlakunya UU Migas, Indonesia
telah membuka pasar avtur Indonesia bagi
pelaku usaha lain, baik dari dalam negeri maupun
dari internasional. Liberalisasi pasar avtur ini
ditandai dengan adanya pengaturan dalam Pasal
23 dan Pasal 24 UU Migas. Era baru open access

dalam bisnis avtur di Indonesia dimulai dengan
penetapan Peraturan Kepala BPH Migas Nomor:
13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan
dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan
dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM)
Penerbangan di Bandar Udara (Per 13/2008),
sebagaimana pengaturan Pasal 2, bahwa setiap
pelaku usaha dapat menjual avtur di Indonesia
dengan tetap mengikuti persyaratan yang
ditetapkan dan harus dengan prinsip persaingan
usaha yang sehat.

PT Pertamina adalah satu-satunya Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan
kegiatan usaha di bidang migas. PT Pertamina
melakukan kegiatan usahaaviasidipasar domestik,
maupun juga pasar global. Untuk bandar udara
(bandara) di luar negeri, PT Pertamina menjalin
kerja sama dengan mitra setempat melalui skema
kerja sama Contracting Company Delivery Company.
Hingga Januari 2023, PT Pertamina telah melayani
jasa refueling avtur di lebih dari 128 lokasi di 47
negara. Sedangkan di dalam negeri, sampai
dengan akhir Juli 2023, Pertamina melayani jasa
refueling avtur di lebih dari enam puluh tiga lokasi
DPPU di seluruh Indonesia.
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Gambar 2. Wilayah Operasional DPPU Pertamina

Aviasi di Indonesia
Sumber: PT Pertamina (Persero) [20]
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Keenam puluh tiga fasilitas DPPU milik PT
Pertamina dimaksud tidak seluruhnya dibangun
sendiri oleh PT Pertamina, melainkan ada juga
yang berasal dari inbreng Barang Milik Negara
pada Kementerian Perhubungan, misalnya DPPU
pada Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar,
Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan,
Bandara Pattimura Ambon, Bandara Internasional
Juanda  Surabaya, Bandara  Internasional
Minangkabau Padang, dan Bandara Internasional
SMBII Palembang. Keenam DPPU tersebut dengan
nilai total Rp520.917.962.842,46 dimaksudkan
sebagaitambahan penyertaan modal Negara pada
PT Pertamina berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2012.

Selain itu, fasilitas DPPU di Terminal 1 dan
2 Bandara Soekarno-Hatta bukanlah milik PT
Pertamina, melainkan milik PT Angkasa Pura II. PT
Pertaminamengoperasikan DPPUdiTerminal 1dan
2 dengan terlebih dahulu memberikan kontribusi
berupa sewa lahan kepada PT Angkasa Pura
II. Adapun fasilitas DPPU di Terminal 3 Bandara
Soekarno-Hatta dimiliki oleh PT Pertamina.

Selain itu, pada tataran operasional, PT
Pertamina juga membayar throughput fee
kepada PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura
IT selaku otoritas bandara di Indonesia sebagai
kompensasi atas fasilitas yang disediakan
Angkasa Pura terkait pendistribusian avtur.
Nominal throughput fee kepada PT Angkasa Pura
II dimaksud besarnya variatif, contohnya: Rp33/
liter di Bandara Internasional Soekarno-Hatta,
Rp10/liter di Bandara Internasional Kualanamu,
Bandara SMB II Palembang dan Bandara Sultan
Syarif Kasim Il Pekanbaru, dan Rp5/liter di Bandara
Halim Perdanakusuma.

Adapun PT Dirgantara Petroindo Raya (Air
BP-AKR Aviation) merupakan joint venture antara
Air-BP dan PT AKR Corporindo, Tbk. yang didirikan
pada 15 November 2016. Saat ini PT Dirgantara
Petroindo Raya melayani penjualan avtur
secara terbatas, yakni hanya di Bandara Khusus
Indonesian Morowali Industrial Park (IMIP)
di Morowali, Sulawesi Tengah. PT Dirgantara
Petroindo Raya menyalurkan avtur yang dibeli
dari PT Pertamina kepada konsumennya di IMIP
Morowali.

Sebelumnya, Shell Aviation juga pernah
melakukan penjualan avtur di Bandara Soekarno
Hatta dan Bandara Juanda Surabaya pada periode
Oktober 2007 s.d. September 2009. Saat itu,

Shell Aviation menyewa tangki-tangki avtur yang
dimiliki oleh PT Pertamina di Bandara Soekarno-
Hatta.[21, p. 75]

Menimbang aspek kompetisi PT Pertamina
dengan pelaku usaha lain dalam penjualan avtur,
diketahui bahwa harga jual avtur Pertamina
kepada end-user jauh lebih murah dibandingkan
dengan yang ditawarkan oleh kompetitor sejenis
di pasar global, misalnya yang ditawarkan oleh
Shell Aviation. Pada periode waktu Agustus 2023,
Pertamina menjual avtur terendah USDO0,87 di
Bandara Soekarno-Hatta, dan tertinggi USD1,006/
liter di Bandara Karel Sadsuitubun. Adapun Shell
Aviation menjual avtur dengan harga terendah
USDO0,978 di Bandara Seletar, Singapura, dan
tertinggi USD2,325/liter di Bandara Labuan Island,
Malaysia. Sebagai perbandingan, Shell menjual
avtur di Bandara Changi seharga USD1,45/liter, di
Bandara Kuala Lumpur seharga USD1,48/liter, di
Bandara SuvarnabhumiThailand seharga USD1,48/
liter, Bandara Hong Kong seharga USD1,45/liter,
dan di Bandara Narita Jepang seharga USD1,03/
liter. Sedangkan PT Pertamina menjual avtur di
bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti
Ngurah Rai dengan harga dibawah USD1/liter.

Tabel 1. Harga Jual Avtur Shell Aviation

Shell Aviation Shell Aviation
No | Nama Bandara (USD Per NamaBandara (USD Per
Liter) Liter)
; Suvarnabhumi Intl,

1 [seletar, Singapore 0,978 Thailand 1,480
2 [Okinawa Naha, 1,020 (Chiang Mai, Thailand 1,480

apan

Kota Kinabalu,
3 |Osaka, Japan 1,030 Malaysia 1,559
4 |Aichi, Japan 1,030 Penang, Malaysia 1,559
5 Haneda, Japan 1030  [Dlosdado Macapagal, 1,559
Fhilippines
6 [Narita, Japan 1,030 Miri, Malaysia 1,585
7 25"'”.3‘393“’3”* 1,043 Kuching, Malaysia 1,585
runei
8 Miyazaki, Japan 1,057 Hat Yai Intl, Thailand 1,638
9 |Fukucka, Japan 1,057 Phuket, Thailand 1,638
10 [Sendai, Japan 1,057 Surat Thani, Thailand 1,638
: -taphao Intl,

11 [Kagoshima, |apan 1,082 Thailand 1,638
12 |Qita, Japan 1,083 Chiang Rai, Thailand 1,638
13 |Changi, Singapore 1,453 Tawau, Malaysia 2,246
14 Hong Kang, Hong 1,453 Labuan Isl, Malaysia 2,325

Kong

Kuala Lumpur,
15 Malaysia 1,480

Sumber: Shell Global [22]
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Tabel 2. Komparasi Harga Jual Avtur Pertamina

Aviasi
Mo | NamaBandara [U;eDrlgiTlLTtaer‘l Marma Bandara {Uzg?;::_'?;r}
1 [Karel Sadsuitubun 1,0060 Raja Haji Fisabilillah 0,9790
2 |Lede Kalumbang 1.0050 EM Salahuddin 0.9760
3 [entani 1,0020 Eﬁ:é Arosboesman 0,760
4 Bultan Babullah 0,9950 Frans Seda 0.9760
5 g‘:g: ne Eduard 09990  [UmbuMehang Kunda|  0,9760
& [Frans Kaisiepo 0,9350 Barmyuswangi 0,9760
7 Moaopah 0,99%0 Kualanamu 02,9750
8 ﬁfﬁ-ﬁi Kilangin 09950  |Minangkahau 09750
9 |Pattimura 0,9980 Pinang Kampai 0,9750
10 |Rendani 0,99%0 Ranai 0.9750
11 Bultan Hasanuddin 0,9980 Eultan Iskandar Muda 0.,9750
12 [. Aminuddin Amir 0,9960 Bultan Syarif Kasim IT 0,9750
13 [Halualeo 09960 Fatmawati Soekarno 0.9750
14 |Djalaluddin 09960 Eultan Thaha 5. 0,5750
15 |Mutiara 515 Al-jufri 0,9960 Lombok 0.9750
16 [Fam Ratulangi 09960 lswahyudi 0,9750
17 |Pondok Cabe 09910 Goewondo 0,9750
18 Husein 5. 09870 Depati Amir 10,9740
19 WAdisutjipto 09850 EM Badaruddin 11 0.9740
20 Adi Soemarmao 0,9840 Gusti Ngurah Rai 0,9730
21 [Yogyakarta 09840 EAM Sulaiman 09710
22 ::n'g'n djosddin 09820  juanda 0,9590
23 Phmad Yani 09820 Radin Inten I 0,9610
24 [iskandar 09810 El Tari 0,9530
25 |luwata 09810 Halim PK 0,9420
26 [Kalimarau 09810 Kertajati 00,9350
27 Pupadic 0,9810 WPT Pranoto 0,9330
28 [fyamsudin Noor 09810 Boekarno Hatta 0.8700
29 [rjilik Riveut 09810

Sumber: PT Pertamina (Persero) [23]

Analisis Penjualan Avtur dalam Perspektif
Hukum Persaingan Usaha Indonesia

Struktur pasar penjualan avtur yang bercorak
monopoli dianggap sebagai suatu permasalahan.
Namun demikian, dalam UUPU pengertian
‘monopoli’ dibedakan dengan  pengertian
‘praktik monopoli’. Sehingga, dengan demikian,
perlu terlebih menganalisis perihal praktik
penjualan avtur di Indonesia oleh PT Pertamina
sebagai monopoli atau bahkan merupakan
praktik monopoli, untuk dapat menyimpulkan
perihal dugaan monopoli penjualan avtur oleh
PT Pertamina di Indonesia sebagai bentuk
pelanggaran terhadap UUPU.

Mengacu pada Peraturan KPPU Nomor 11
Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17, proses
pembuktian Pasal 17 diilustrasikan sebagaimana
Gambar 3.

Dugaan
pelanggaran
Pasal 17

—

Pembuktian
Fasisi R *
Manopali

-

l Memenuhi

Acuan:
Fasal 17 ayal(2) |— TwWak

Memenuhi
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Dampak negatif
pada persaingan

Pembuktian
Praktek
Moropoli

‘—‘___.,_,—-"'_-

|

Perilaku
aksploitasi:
Dampak negatif [— |
pada mitra
transaksi

l— Memenubi —

Dugaan
Felanggaran
Pasal 17

e

Gambar 3.
Proses Pembuktian Pasal 17 UUPU
Sumber: Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman Pasal 17

Proses pembuktian dugaan pelanggaran
Pasal 17 UUPU dapat dibagi ke dalam beberapa
tahapan, sebagai berikut:

1. Pendefinisian pasar bersangkutan.

Analisis mengenai pasar bersangkutan
dilakukan melalui analisis pasar berdasarkan
produk dan pasar berdasarkan wilayah atau
geografis. Pasar produk dalam hal ini adalah
penjualan avtur. Sedangkan pasar geografis
dalam hal ini adalah cakupan wilayah bandara
yang ada di Indonesia.

2. Pembuktian adanya posisi monopoli di
pasar bersangkutan.

Penjualan avtur di Indonesia bercorak

monopolistik karena adanya penguasaan

pasar secara dominan oleh satu pelaku usaha,
yaitu PT Pertamina.

3. Identifikasi  praktik monopoli yang
dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki
posisi monopoli.

Regulasi yang ada telah membuka peluang

bagi pelaku usaha lain dalam penjualan avtur

di Indonesia, dibuktikan dengan keberadaan

PT Dirgantara Petroindo Raya. Penulis

berpendapat bahwa perilaku monopoli

penjualan avtur di Indonesia yang dilakukan
oleh PT Pertamina tidak menimbulkan praktik
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monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dengan demikian, unsur ini tidak terpenuhi.
4. Identifikasi dan pembuktian dampak

negatif dan pihak yang terkena dampak

dari praktik monopoli tersebut.

Unsur eksploitasi tidak terpenuhi karena

harga avtur yang dijual oleh PT Pertamina

tidak ditentukan oleh PT Pertamina sendiri,
melainkan diatur oleh Pemerintah dengan

Kepmen 17/2019. Perilaku eksklusif juga

tidak terbukti karena PT Pertamina bersedia

menjual avtur kepada maskapai manapun
dan di bandara manapun saja, baik kepada
maskapai domestik maupun maskapai asing,
baik di bandara besar, internasional, maupun

bandara kecil atau bahkan bandara perintis di

daerah terpencil.

PT Pertamina bukanlah pelaku usaha tunggal
di bidang penjualan avtur di Indonesia, karena
adanya pelaku usaha lain, yaitu: PT Dirgantara
Petroindo Raya. Mengacu pada definisi monopoli
Pasal 1 angka (1) UU No. 5 Tahun 1999, secara
sederhana dapat dikatakan bahwa penjualan
avtur di Indonesia oleh PT Pertamina tidak
memenuhi definisi monopoli. Namun demikian,
memperhatikan fakta bahwa PT Pertamina
menguasai market share penjualan avtur domestik
secara dominan (lebih dari 50%), penulis
merumuskan bahwa penjualan avtur di Indonesia
memang bersifat monopolistik, yaitu dimonopoli
oleh PT Pertamina.

Perlu dipahami bahwa penjualan avtur
oleh PT Pertamina bukan termasuk ke dalam
monopoli yang terjadi karena dikehendaki oleh
undang-undang (monopoly by law) karena UU
Migas secara tegas telah membuka kesempatan
bagi badan usaha lain untuk melakukan kegiatan
usaha penjualan avtur di Indonesia, sebagaimana
Pasal 23 dan Pasal 24 UU Migas dan Pasal 2 Per
13/2008. Hal ini berdampak bahwa Pasal 51 UUPU
tidak dapat digunakan sebagai pembenaran bagi
PT Pertamina sebagai BUMN untuk melakukan
monopoli avtur di Indonesia. Walaupun Pasal
51 UUPU memungkinkan BUMN untuk dapat
melakukan monopoli, dalam hal BUMN tersebut
kemudian melakukan pelanggaran UUPU, maka
tindakan tersebut tidak dapat dikecualikan.[24]

Belum banyaknya pelaku usaha lain
dalam kegiatan penjualan avtur di Indonesia
dimungkinkan saja terjadi secara alamiah sebagai
akibat dari ketatnya persyaratan yang ditetapkan

oleh Pemerintah dalam Per 13/2008 yang justru
pada akhirnya malah mendudukkan PT Pertamina
dalam posisi yang kuat, antara lain:

Tabel 3. Peraturan BPH Migas No. 13/P/BPH
MIGAS/IV/2008

Rujukan

No | ™ oisal Rumusan Pasal

1. |Pasal 3
ayat (3)

Badan Usaha yang melaksanakan penyediaan 88M Penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengutamakan
produksi kilang dalam negeri.

2. |Pasal 5
ayat (1)
huruf a

Badan Usaha yang melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian
8BM Penerbangan dengan menggunakan Fasilitas dan Fasilitas
Penunjang wajib memiliki danfatau menguasal Fasilitas dan
Fasilitas Penunjang Penyediaan dan Pendistribusian  88M
Penerhangan yang memenuhi persyaratan standar yang berlaku
untuk mendukung operasinya di 8andar Udara.

3. |Pasal 7
ayat (1}
huruf a

Badan Usaha yang akan melakukan Kegiatan Penyediaan dan
Pendistribusian BEM FPenerbangan wajib memiliki dan/atau
menguasai  jaringan  Penyediaan dan  Pendistribusian  BBM
Penerhangan nasional dan/atau internasional untuk menjamin
kontinuitas suplai;

4. |Pasal 7
ayat (1)
huruf b

Badan Usaha yang akan melakukan Kegiatan Penyediaan dan
Pendistribusian BEM Penerbangan wajib memiliki pengalaman
sendirl dalam kegiatan pelayanan pengrsian pesawat udara (inta
plane services) sekurang-kurangnya di tiga Bandar Udara
internasional;

5. |Pasal 7
ayat (1)
huruf ¢

Badan Usaha yang akan melakukan Kegiatan Penyediaan dan
Pendistribusian BBM  Penerbangan wajib melaporkan secara
tertulis rencana kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian BBM
Penerbangan kepada Badan Pengatur,

6. |Pasal 7
ayat(2)

Bagi Badan Usaha yang belum mempunyai pengalaman wajib
bekerjasama dengan pihak lain yang telah berpengalaman dalam
kegiatan pelayanan pengisian pesawat udara (into plane services}
sekurang-kurangnya di tiga Bandar Udara internasional,

7. |Pasal 8
ayat{1)

Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan Penyediaan dan
Pendistribusian BBM Penerbangan pada Bandar Udara yang telah
dilayani oleh suatu Badan Usaha wajib melakukan kerjasama
dengan Badan Usaha yang telah beroperasi di Bandar Udara
tersebut,

8. |Pasal 10 |Badan Pengatur menetapkan kewajiban Badan Usaha yang
ayat(l) |melakukan Penyediaan dan Pendistribusian BEM Penerbangan di
Bandar Udara yang volume kebutuhan BBM Penerbangannya
besar untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan dan
Pendistribusian BEM Penerbangan di Bandar Udara yang volume
kebutuhan BBM Penerbangannya rendah.

Dari segi produksi, kebijakan Pemerintah
sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) Per
13/2008, bahwa avtur yang dijual di wilayah
Indonesia harus berasal dari kilang dalam
negeri, menempatkan PT Pertamina menjadi
memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan
kompetitornya. PT Pertamina, sebagai satu-
satunya BUMN di bidang pengolahan minyak
bumi, yang telah beroperasi bahkan sejak era
Hindia-Belanda, diketahui memiliki beberapa
fasilitas kilang pengolahan minyak bumi yang
mampu memproduksi avtur, antara lain: Refinery
Unit 11 Dumai, Refinery Unit 111 Plaju, Refinery Unit
IV Cilacap, Refinery Unit V Balikpapan, dan Refinery
Unit VI Balongan. Kilang pengolahan minyak bumi
dalam negeri ini tidak dimiliki oleh kompetitor
Pertamina, sehingga dengan kata lain kompetitor
Pertamina masih tetap dimungkinkan untuk dapat
melakukan penjualan avtur kepada maskapai di
Indonesia dengan cara:

1. Opsi pertama, pelaku usaha pesaing terlebih
dahulu membangun kilang pengolahan
minyak bumi di Indonesia, atau
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2. Opsi kedua, pelaku usaha pesaing membeli
avtur dari kilang Pertamina, atau

3. Opsi ketiga, pelaku usaha pesaing melakukan
impor avtur.

Opsi kedua inilah yang saat ini dijalankan oleh
PT Dirgantara Petroindo Raya.

Kebijakan BPH Migas untuk mengutamakan
avtur hasil produksi kilang dalam negeri ini dapat
dianggap sebagai kebijakan Pemerintah untuk
membatasi impor komoditi migas dari kilang
producers yang berada di luar negeri, yang selama
bertahun-tahun telah memberatkan devisa negara
karena defisitnya neraca perdagangan Indonesia,
yang pada akhirnya melemahkan nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing.[25]

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat
(1) Per 13/2008 secara otomatis mempertebal
keunggulan kompetitif PT Pertamina
dibandingkan kompetitornya. PT Pertamina saat
ini telah mengoperasikan lebih dari enam puluh
tiga fasilitas DPPU di hampir seluruh bandara di
Indonesia, baik yang dibangun sendiri oleh PT
Pertamina atau yang dibangunkan oleh negara.
Dalam hal ada kompetitor yang ingin mengambil
alih pelayanan avtur dari PT Pertamina, maka
penyedia yang baru tersebut harus tetap
bekerjasama dengan PT Pertamina.

Berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh
BPH Migas pada akhirnya berdampak pada sulitnya
kompetitor dari producers asing untuk memasuki
pasar avtur Indonesia, sehingga menyisakan PT
Pertamina sebagai penyedia tunggal produk avtur
di Indonesia. Sehingga kemudian merupakan hal
yang amat wajar jika kemudian PT Pertamina juga
secara otomatis menguasai market share penjualan
avtur di Indonesia. Penguasaan PT Pertamina
dimaksud termasuk dalam monopoli alamiah yang
terjadi karena pelaku usaha memiliki kemampuan
tertentu (natural monopoly).[26] Namun demikian,
yang menyebabkan kondisi penguasaan tersebut
adalah ketatnya persyaratan tata kelola niaga avtur
yang ditetapkan oleh pemerintah, bukan karena
persaingan usaha tidak sehat yang diciptakan oleh
PT Pertamina sendiri.

Ciri utama monopoli alamiah adalah tingginya
biaya tetap (fixed costs).[27] Selain itu, perilaku
pemerintah yang bermaksud memberikan
proteksi kepada pelaku monopoli alami membuat
pelaku usaha tersebut dapat menjual produknya
dengan harga yang lebih tinggi karena tidak
adanya kompetisi dari pelaku usaha lain.

Dapat ditambahkan, sehubungan dengan
harga tiket pesawat yang diduga dipengaruhi
karena tingginya harga avtur yang dijual oleh PT
Pertamina, diketahui bahwa harga tiket pesawat
diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara
dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas
Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan
Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Permenhub
PM 20 Tahun 2019). Dalam Permenhub PM 20
Tahun 2019, diatur bahwa tarif penumpang
penerbangan domestik dihitung berdasarkan
komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi,
dan biaya tuslah/tambahan (surcharge), sebagai
berikut:

1.  Komponen tarif jarak merupakan hasil dari
perkalian antara tarif dasar dengan jarak.
Terdiri dari biaya langsung, dan biaya tidak
langsung. Biaya langsung meliputi biaya-
biaya yang bersifat fixed cost, seperti: biaya
penyusutan, atau biaya gaji pegawai, maupun
biaya-biaya yang bersifat variabel, misalnya:
biaya avtur, biaya cabin crew, biaya bandara,
jasa ground handling, biaya catering.

2. Komponen tarif pajak, adalah Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).

3. Komponen iuran wajib asuransi, adalah
asuransi pertanggungan kecelakaan
penumpang.

4. Komponen biayatuslah/tambahan (surcharge)
adalah biaya yang dikenakan karena terdapat
biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan
oleh perusahaan angkutan udara di luar
perhitungan penetapan tarif jarak, misalnya:
fuel surcharge, atau tuslah hari raya.

PENUTUP
Kesimpulan

Penjualan avtur di Indonesia saat ini bercorak
monopolistik karena penguasaan dominan
oleh PT Pertamina. Penulis berpendapat bahwa
monopoli penjualan avtur di Indonesia yang
dilakukan oleh PT Pertamina tidak menimbulkan
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat. Monopoli penjualan avtur di Indonesia oleh
PT Pertamina lahir dan tumbuh secara alamiah
(natural monopoly) karena didukung oleh regulasi
Pemerintah yang memberikan proteksi kepada
industri migas dalam negeri. Dari segi aspek
persaingan usaha, Pemerintah telah membuka
kesempatan kepada badan usaha lain (open access)
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untuk melakukan kegiatan usaha penjualan avtur
melalui Per 13/2008. Namun demikian, di sisi lain
persyaratan penjualan avtur di Indonesia diatur
secara ketat, bahkan bisa dikatakan memposisikan
PT Pertamina dalam keadaan yang unggul dalam
bidang usaha penjualan avtur di Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut, monopoli penjualan
avtur di Indonesia oleh PT Pertamina bukan
merupakan bentuk pelanggaran terhadap UUPU,
baik dari aspek perjanjian yang dilarang, aspek
kegiatan yang dilarang maupun terhadap aspek
posisi dominan.

Saran

Dari analisis di atas, demi keadilan dan guna
memberikan perlindungan kepada masyarakat,
baik bagi maskapai sebagai pengguna akhir (end-
user) avtur, maupun bagi penumpang pesawat
terbang yang turut terdampak kenaikan harga
jual avtur, penulis menyampaikan saran agar
Pemerintah melalui Kementerian BUMN selaku
pemegang saham PT Pertamina tetap perlu
mengawasi pelaksanaan tata kelola perusahaan
yang baik dalam pengusahaan avtur, misalnya
dengan terus mengupayakan operasional bisnis
aviasi yang efisien, dengan tetap mengutamakan
kualitas dan keamanan layanan. Selain itu,
memperhatikan signifikansi pengaruh harga avtur
terhadap operasional maskapai dan pembentukan
harga jual tiket pesawat, kiranya negara juga
perlu memberikan proteksi kepada maskapai
dan masyarakat selaku pengguna avtur dengan
tetap meregulasi tata kelola niaga avtur, termasuk
mengatur harga jual avtur oleh pelaku usaha.
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